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Penegakan Hukum penindakan terhadap pelanggaranpelanggaran yang dilakukan dalam

pemilu sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum pemilu.
Pemilu akanselalu menarik untuk dikaji, diantaranyaketerkaitan
antara aturan, penyelenggara, peserta dan masyarakat yangsangat
menentukankeberhasilan suatu proses pemilu. Aturan yang baik tanpa
penegak hukum yang kompeten makaakan sulit direalisasikan di
lapangan, aturan yang baik, penegak hukum yang baik juga tetap
akan kurang maksimaljika masyarakat tetap tidak perduli dengan
aturan yang ada. Sehingga keterkaitan antara ketiganya tidak
dapatdilepaskan satu dengan yang lainnya. Pemilu tidak hanya
diikuti oleh satu dua orang melainkan banyak orang. Banyaknya
pihak yang ikut dalam pemilu ini sangat memungkinkan terjadinya
banyak pelanggaran terhadapregulasi pemilu. Termasuk pemilu
legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden terakhir yang
dilaksanakantahun 2019 lalu, ada banyak pelanggaran yang
dilakukan oleh peserta pemilu, meskipun sosialisasi terhadap
regulasipemilu telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik oleh
KPU maupun Bawaslu. Tidak saja sosialisai, Bawasludan jajarannya
Juga melakukan pencegahan terhadap segala bentuk upaya untuk
melakukan pelanggaran. Sosialisasidan pencegahan tetap belum
dapat meminimalkan dengan signifikan dari jumlah pelanggaran
yang ada, karena padakenyataannya pelanggaran tetap ada dan
Jumlahnya tidak sedikit, khususnya untuk tahapan kampanye. Oleh
karenaitu review pelaksanaan pemilu legislatif 2019 diharapkan dapat
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memberikan pencerahan untuk melakukanpenyempurnaan baik dari
sisi aturan, penyelenggara, maupun pesertanya.
© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Tidak ada negara demokratis di eramodern dewasa ini yang tidak
menyelenggarakan pemilihan umum dalam mekanismeketatanegaraannya. Dalam negara
demokrasipemilu merupakan mekanisme memperbaruiperjanjian sosial warga negara dan
pembentukan kelembagaan demokrasi.'

Pemilthan Umum merupakan saranabagi rakyat untuk dapat ikut serta secara
langsung memilih dan menentukan pemimpin yangdipercaya untuk mengaspirasikan
suara rakyat. Oleh karena itupelaksanaan pemilithan umumtidak akan pernah lepas dari
yang namanya penyempurnaan. Beberapa pemilu telah dilaksanakan di Indonesia, namun
pembelajaran terhadap cara berdemokrasi ini tetap menjadi hal yang selalu dikedepankan
untuk dapat berjalandan berkembang menuju titik dimana demokrasi yang berjalan
dianggap sudah berintegritas secara utuh.Berbicara mengenai pemilihan umumpasti juga
akan berbicara mengenai penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemiludisini
dibentuk untuk menjadi pithak yangbertanggung jawab atas pelaksanaan
pemilu. Mempersiapkan,mengatur dan menertibkanpelaksanaan pemilu.

Penyelenggara pemilu yang aktif dalam pelaksanaan pemilu di lapangan yaitu
Komisi Pemilthan Umum (KPU)dan BadanPengawas Pemilu (Bawaslu). Dimana KPU
adalah penyelenggara teknis yangberfungsi sebagai pihak yang mempersiapkansegala
keperluan untuk terlaksananya pemilu,sedangkan Bawaslu merupakan penyelenggara
pemilu yang lebih berfungsi sebagaipihak yang berfungsi untuk mengawasi danmenerima
laporan dari berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaantahapan
pemilu.

Sudah menjadi tugas dari KPU danBawaslu untuk melakukan berbagai
macamsosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilu,sehingga masyarakat memiliki
gambaran, danpembelajaran mengenai pelaksanaan pemiluyang demokratis. Berbekal
berbagai peraturanyang ada, KPU dan Bawaslu juga berfungsiuntuk melakukan
penegakan terhadap pelanggaran aturan-aturan pemilu. Tidak berjalansendiri, selain KPU
dan Bawaslu, juga adalembaga lain yang terlibat dalam proses penegakan hukum pemilu
yaituKepolisian, Kejaksaan dan lembaga Pengadilan.

Proses penegakan hukum pemilu harusdidukung dengan regulasi yang mengatur
secara jelas dan tidak ambigu. Selain itu jugapersonil dari aparat penegakhukum
pemilujuga harus memiliki visi dan mist yang samayaitu menegakkan aturan hukum
pemilu. Tidak hanya itu saja, personil penegak hukumpemilu yang berasal dari beberapa
lembaganegara juga harus memiliki kesamaan pengetahuan, dan pemahaman terhadap isi
dari regulasi pemilu sendiri. Namun saat ini ternyatamasih banyak ketidaksepahaman
pemahamanmengenai masing-masing tupoksi dari antaranggota personil penegakhukum
pemilu sendiri. Hal ini lah yang menjadi salah satu penghambat terhadap jalannya proses
penegakanhukum pemilu, termasuk juga pemilu 2019yang lalu.

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifatlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adilmerupakan tujuan pemilu yang diharapkan semakin hari dapat terlaksana dengan

1 Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, him. 22,
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maksimal. Tidak saja sinergisitas antara lembaga negara(Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan,
LembagaPeradilan) yang berfungsi untuk menegakkanhukum pemilu saja, di lapangan
juga masihsering terjadi gesekkan antar lembagapenyelenggara pemilu sendiri,
dimanaseringkali mereka saling menonjolkandirinya sendiri, beranggapan menjadi pihak
yang lebih tinggi daripada yang laindemi untuk menunjukkan kinerja terbaik. Padahal
secara yuridis sudah cukup jelas bahwa kedudukan antara lembaga penyelenggara pemilu
ini adalahsama dan sejajar. oleh karena itu pulamemerlukan pemahaman yang sama
danmatang terhadap tugas dan wewenangmereka masing-masing yaitu semata-mata demi
terlaksananya pemilihan umumyang Luber dan Jurdil.

Oleh karena itu dalam hal inimereka tidak hanya dituntut memahamiposisi dan
fungsi masing-masing, tetapijuga harus menyadari posisi dan fungsilembaga yang lain.
Sehingga persainganbisa berubah menjadi bentuk kerjasamayang saling mendukung satu
denganyang lain.Masalah penegakan hukum pemilutidak berhenti sampai disini, ada
beberapa lembaga peradilan yang dianggapmemiliki wewenang untuk menyelesaikan
pelanggaran aturan hukum pemilu,juga menjadi masalah, dimana seringkaliputusan yang
diberikan berbeda, apakah regulasinya yang tidak jelas? ataukah sumberdaya manusianya
yang tidak faham atasisi dari regulasi pemilu?.

Berdasarkan  putusan MK  Nomorl14/PUU-XI1/2013 maka  pemilu
serentakmerupakan bagian dari produk hukum dilndonesia yang akan diberlakukan
mulaitahun 2019 hingga seterusnya selamaketentuan perundang-undangan menghendaki.
Menurut Ali Safa’at dkk seiring diberlakukan pemilu serentak dilndonesia maka terdapat
beberapa analisis berkaitan dengan pelaksanaannya kedepan. Yang paling krusial adalah
pemilu serentak akan memberikan dampakpada administrasi yang lebih rumit.

Oleh karena itu terkait denganproses penegakan hukum pemiluPengawasan dari
masyarakat juga dibutuhkandalam pelaksanaan penegakanhukum pemilusehingga
masyarakat tidak saja mengkritist namun juga ikut berperan dalam proses penegakan
hukum pemilu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan diangkat yaitu

mengenat :
1. Bagaimana Penegakkan Hukum Pemilu 2024 ?
2. Dan Bagaimana Konsep Penyempurnaan Penegakan Hukum Untuk Pemilu 2024 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif adalah
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.’ Sedangkan penelitan
empiris adalah penelitian yang dari fungsi suatu hukum atau suatu aturan dalam
penerapan di ruang lingkup masyarakat.*

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena permasalahan
berhubungan dengan manusia yang secara pundamental. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

2 Ali Safaat, dkk, Transformasi Model Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2019Pasca Putusan MK Nomor
14/PUU-X1/2013, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

3peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana, Jakarta, 2010, hal. 35.
4Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta, 2006, hal.
118.
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subjek penelitian misalnya prilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara #holistik dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakan hukum Pemilu 2024

Mengacu pendapat Friedman bahwasistem hukum terdiri dari substansi
hukum(/egalsubstance), struktur hukum (legalstructure) dan budaya hukum (legal culture).
Penegakan hukum menurut SoerjonoSoekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untukmenciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.’

Sementara itu Satjipto Rahardjo menyatakanpenegakan hukum bahwa hukum
harus secara nyata atau konkrit dilaksanakan dalamkehidupan masyarakat sehari-
hari.°Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adalahfaktor substansi hukum, struktur
penegakhukum, sarana-fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.’

Dalam konteks hukum pemilu faktorsubstansi berupa peraturan perundang-
undangan pemilu. Pada pemilu 2019 peraturan perundangan yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilihan UmumAnggota
DPR,DPD, dan DPRD.

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden.

Selain undang-undang tersebut diatas jugaterdapat peraturan yang dikeluarkan
oleh Penyelenggara Pemilu baik peraturan KomisiPemilthan Umum maupun peraturan
BadanPengawas Pemilu.

Berkaitan dengan penegakan hukumpemilu dalam peraturan perundang-
undanganpemilu membagi beberapa jenis pelanggaranpemilihan umum, yaitu menjadi
pelanggaranpidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik
pemilu.

Menurut Pasal 260 Undang-undangNo. 8 tahun 2012 definisi tentang tindak pidana
pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuantindak
pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU 1ni. Sementara itu dalam pasal 253Undang-
undang No. 8 tahun 2012, pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaranyang
meliputi tata cara prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidan
pemiludan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sedangkan pengertian
pelanggaran kodeetik dirumuskan dalam pasal 251 Undang-Undang No. 8 tahun 2012
sebagaipelanggaranterhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah
dan/ atau janji sebelummenjalankan tugas sebagai penyelenggaraPemilu.

% Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him. 5

® Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, HIm. 181
7 Soerjono Soekanto, Op.Cit. HIm 8.
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1.1 Analisis Susbtansi Hukum

Penanganan dan penyelesaian tindakpidana pemilu DPR, DPD dan DPRD
secaraformil dilakukan melalui Peradilan umum. Hukum acara yang digunakan
berdasarkan padaUndang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
No. 8 tahun 2012. Sehingga yang berlaku adalah asas Lex Spesialis Derogat Lex
Generalis,pahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat
umum.

Kedudukan Undang-Undang No. 8 tahun 2012secara formil merupakan ketentuan
khusus(Lex Spesialis) sehingga ketentuannya harusdidahulukan dari pada ketentuan dalam
KUHAP.

Salah satu ketentuan khusus dalamtindak pidana pemilu adalah
ketentuantentangtenggang waktu penyelesaian penanganan tindak pidana. Dalam
Undang-undang No. 8 tahun 2012 ketentuan tentang tenggang waktutersebut lebih singkat
dibanding penyelesaiantindak pidana umum menurut KUHAP, yaitumembutuhkan
tenggang waktu paling lama 51hari untuk menangani dan menyelesaikan tindak pidana
pemilu sampai putusan berkekuatan hukum tetap di tingkat banding di Pengadilan Tinggi.

Rincian tenggang waktu penyelesaianpenanganan tindak pidana pemilu adalah
sebagai berikut:

1. Masuknya Temuanatau Laporan ke Pengawas Pemilu 7 hari.

2. Proses pengumpulan 5 harialat bukti, pengkajian, dan keputusanuntuk ditindak lanjuti
atau tidak di Pengawas pemilu.

. Proses di Kepolisian 14 hari.

. Proses di Kejaksaan 5 hari.

. Pemeriksaan sampaiputusan di Pengadilan Negeri 7 hari.

. Permohonan Banding melalui Pengadilan Negeri 3 hari.

. Pelimpahan ke Pengadilan Tinggi 3 hari.

. Proses pemeriksaan sampai putusan banding di PengadilanTinggi 7 hari Total waktu
penanganan pelangaran pidana pemilu51 hari

Sumber : UU No. 8 Tahun 2012.

Tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undangkepada penegak hukum
pemilu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pidana pemilu relatif cukup
singkat, sehingga dalam hal proses penegakan hukumnya apabilamelewati batas waktu
yang telah ditentukan,akan batal demi hukum. Dalam pelaksanaannya hal ini menjadi
salah satu titik lemah daripenegakan hukum pemilu, karena dapat dengan mudah
dimanfaatkan untuk tidak melanjutkan proses penindakan.

Salah satu tahapam krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah tahapan
kampanye. Secara substansi hukum terdapat beberapa problematika dalam perumusan
redaksional pasal yang mengatur tentang larangandalam kampanye menurut UU Nomor
8 tahun2012. Terdapat kompleksitas dalam penerapanpasal-pasal yang mengatur tentang
kampanyepemilihan umum yang harus mendapat pencermatan. Uraian dibawah ini
merupakan analisisterhadap penormaan aturan kampanye dalamundang-undang yang
menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya ketika dihubungkandengan peristiwa
hukum konkrit sebagaimanayang terjadi pada penegakan hukum pemiluyang terjadi di
wilayah hukum Kota Mataram.

Norma pelarangan kampanye di tempatpendidikan telah secara jelas diatur pada
pasal86 ayat (1) huruf (h), bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu

O N O\ Ul b W
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dilarangmenggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Sementara ketentuan pidananya jelas dicantumkan pada pasal299 UU Nomor 8 tahun
2012:

“Setiap pelaksana, peserta, danpetugas Kampanye Pemilu yangdengan sengaja
melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
dalamPasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,huruf
g, huruf h, atau huruf I dipidana dengan pidana penjarapaling lama 2 (dua)
tahun dandenda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empatjuta
rupiah).”

Berdasarkan pasal 299 tersebut jelasbahwa ketentuan pasal 86 ayat (1) huruf (h)jelas
memiliki konsekuensi pidana jika dilakukan pelanggaran. Namun terdapat pasal 86ayat
(4) yang dapat membuka penafsiran yangberbeda. Pasal 86 ayat (4) memiliki penegasan:
pelanggaran terhadap larangan ketentuanpada ayat (1) huruf ¢, huruf f, huruf g, huruf I
dan hurufj, dan ayat (2) merupakan tindakpidana pemilu.

Secara teori ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh Undang-
Undang, tetapi kebalikan dari suatu peristiwadiatur oleh Undang-Undang. Cara
menemukanhukumnya ialah dengan pertimbangan bahwaapabila Undang-Undang
menetapkan hal-haltertentu untuk peristiwa tertentu maka peraturan itu terbatas pada
peristiwa tertentu itudan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Penafsiran
tersebut dikenal dengan metode a contrario, ialah suatu cara penafsiran atau penjelasan
undang-undang yangdidasarkan pada pengertian sebaliknya dariperistiwa yang diatur
dalam undang-undang.

Dalam konteks peraturan pada pasal 86ayat (4) maka sebagian kalangan
berpendapatbahwa secara a contrario dapat dimaknai bahwa selain rumusan perbuatan
kampanye yangdisebut dalam pasal 86 ayat (1) huruf ¢, huruff, huruf g, huruf 1, dan huruf
j, dan ayat (2)adalah bukan merupakan tindak pidana, termasuk menggunakan fasilitas
pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Haltersebut karena menurut pasal 86
ayat (4) yangdapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana hanyalah ketentuan pada
pasal 86 ayat(1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, hurufj,dan pasal 86 ayat (2) saja.

Penggunaan metode argumentum acontrario tersebut tentu akan bertentangandengan
ketentuan pasal 299 UU Nomor 8 Tahun 2012 yang jelas secara eksplisitmenyebutpasal
86 ayat (1) huruf h adalah tindakan yangdapat dikualifikasi sebagai pelanggaran
pidanapemilu yang disertai ancaman hukuman juga.Bagaimana kemudian mendudukkan
bahwaseolah telah terjadi konflik hukum? MenurutSoedikno, seringkali analogi dan a
contrariodikategorikan dalam metode interpretasi.

Analogi dan a contrario merupakan bentukpenalaran hukum (reasoning, redenering,
danargumentation). Namun analogi dan a contrario bukan merupakan argumentasi
untukmembenarkan rumusan peraturan tertentu,tetapi untuk mengisi kekosongan atau
ketidaklengkapan Undang-Undang®.

Oleh karena pada pasal 299 UU Nomor 8 Tahun 2012 telah secara eksplisit
disebutkan bahwa ketentuan pasal 86 ayat (1) huruf h adalah norma larangan yang
ditentukansebagai pelanggaran pidana maka pandanganyang didasarkan pada metode
argumentum acontrario tidak dapat diterima dan dikalahkandengan norma hukum yang
telah mengaturnyasebagaimana dirumuskan pada pasal 299 UUNomor 8 Tahun 2012.

8Sudikno Mertokusumo, , Mengenal Hukum, 2009
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Namun demikian tentulebih elok sekiranya pembentuk Undang-Undang juga harus lebih
hati-hati dalam merumuskan norma sehingga suatu Peraturan Perundang-Undangan lebih
sinkron sehingga tidak mengakibatkan multi interpretasi.

Catatan dari Perludem, terdapat beberapa kelemahan substansi peraturan
perundang-undangan atau Pengaturan Materi Hukum Kepemiluan yang menyebabkan
terhambatnya proses penegakan hukum yaitu diantaranya :

a. Difinisi kampanye yang multitafsir

Pasal 1 angka 29 UU 8 Tahun 2012menyebutkan bahwa kampanye pemiluadalah
“Kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi,
dan program peserta pemilu”. Pemahaman para penegak hukum khususnya Kepolisian,
kampanye dipahami secara kumulatif: mulai dari visi, misi, danprogram haruslah secara
jelas disampaikan, baik itu di media cetak, media televisi, radio, dan lainnya. Oleh karena
itudalam hal satu unsur saja tidak terpenuhimaka suatu kegiatan yang dilakukan peserta
kampanye tidak dapat dikatakan kampanye. Selain itu, visi, misi dan programyang
disampaikan dalam kampanye haruslah sama dengan apa yang didaftarkanke Komisi
Pemilthan Umum (KPU). Misalnya ada partai politik yan menyampaikan visi, misi
ataupun program di media cetak/elektronik di luar jadwal kampanye, namun apa yang
disampaikan tersebuttidak sama dengan visi, misi dan programyang didaftarkanke KPU,
maka itu tidaktermasuk kampanye pemilu. Maka implikasinya tidak dapat dikualifikasi
sebagaipelanggaran pidana pemilu. Dalam pemahaman yang lebih progresif tentu
pemahaman seperti itu sulit diterima. Namundemikianlah adanya tidak jarang
terdapatperbedaan persepsi pemahanan Peraturan Perundang-Undangan antara
Kepolisian dengan jajaran pengawas pemilu.

b. Pasal salah rujuk untuk sanksi politik uang

Terkait sanksi pelangaran rumusandalam UU Nomor 8 Tahun 2012 jugakeliru
membangun konstruksi pasal-pasalyang saling merujuk, sehingga potensilmemunculkan
penafsiran yang mengganggu aspek kepastian hukum. Sebagai contohadalah rumusan
pasal 90 UU No. 8 Tahun2012 yang berbunyi:

“Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap terhadap
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 yang dikenai kepada
pelaksana”

Kampanye Pemilu yangberstatus sebagai calon anggotaDPR, DPD, DPRD
provinsi, danDPRD kabupaten/kota digunakansebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kotadari daftar calon tetap; atau

b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,dan
DPRDkabupaten/kota sebagai calon terpilih.”Pasal yang dirujuk pasal 90 adalah
pasal88, yang berbunyi :

“Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelaggaran
larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1)
dan ayat (2)oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU,
KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana
diatur dalam UndangUndang ini. Pasal 88 lebih lanjutjuga merujuk pada pasal
86 ayat(1) dan (2).”
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Semestinya pasal 90 langsung merujukpada pasal 89 yang lebih tegas
mengaturterkait adanya peserta, pelaksana kampanye pemilu yang menjanjikan uang
ataubarang untuk mempengaruhi hak pilihnya,yang berbunyi :

“Dalam hal terbukti pelaksanaKampanye Pemilu menjanjikanatau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilusecara
langsung ataupun tidaklangsung untuk:

a. Tidak menggunakan hak pilihnya;

b. Menggunakan hak pilihnya denganmemilih Peserta Pemilu dengancara tertentu
sehingga surat suaranya tidak sah;

c. Memilih PartaiPolitik Peserta Pemilu tertentu;

d. Memilih calon anggota DPR,DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau

e. Memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diaturdalam
Undang-Undang ini.”

Identifikasi pelaku politik uang yangsering tidak konsistenSubstansi UU No. 8
Tahun 2012juga memiliki titik lemah dalam merumuskan soal subjekyang disebutkan
sebagaipihak yang dapat dikenai sanksi ketikamelakukan perbuatan politik uang.
Pengaturan subjek sangat beragam, misalnya:

7] Pasal 86 yang mengatur larangankampanye, pada ayat (1) menyebukan bahwa subjek
yang dapat dikenai sanksi adalah: pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu.

71 Pasal 88, subjeknya tidak ada petugas kampanye, hanya pelaksanadan peserta
kampanye pemilu saja.

7] Pasal 89, subjeknya hanya menyebut pelaksana kampanye pemilusaja.

71 Pasal 90, subjeknya adalah pelaksana kampanye pemilu yang berstatus sebagai calon
anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota untuk dapat
dikenaisanksi pencoretan sebagai calon,dan pembatalan untuk dilantik.

Semestinya Undang-Undang konsisten menyebut bahwa setiap pelaksana
kampanye,peserta kampanye, petugas kampanye, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan PRD kabupaten/Kota dapatdijerat denga sanksi sebagaimana diaturdalam
pasal 90. Kelemahan mendasar darirumusan tersebut memberi konfirmasi bahwa
sebenarnya UU memang tidak berniatmember pengaturan yang tegas agar dapatmenjerat
pelaku tindak pidana politikuang. Penegak hukum cenderung berpikirpositivis bahwa jika
pelaku tindak pidanapolitik uang tidak termasuk dalam tim sukses dan pelaksana
kampanye yang notabene didaftarkan di KPU maka yang bersangkutan tidak bisa dijerat
pidana pemilu.

1.2 Substansi Pengaturan Hukum Administrasi Pemilu

Suatu peristiwa dianggap masuk sebagai kategori dugaan Pelanggaran administrasi
pemilu yaitu berasal dari hasil pengawasan pengawas pemilu dan jajarannya dilapangan,
yang menilai bahwa peristiwa tersebuttelah melanggar ketentuan yang diatur
dalamperaturan perundang-undangan yang setelahdikaji oleh pengawas pemilu
memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi. Setelah ditentukan oleh pengawas
pemilu sebagai pelanggaran administrasi, pengawas pemilu memberikan rekomendasi
kepada KPU untuk segeramelakukan penindakan dengan cara memberikan sanksi
terhadap pelanggaran tersebut.

Namun catatan dalam prakteknya haltersebut diatas tidak semudah seperti apa
yangdijabarkan, penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilu dirasa
masihsangat lemah karena sanksi yang dirumuskanoleh Undang-undang tidak cukup
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memberikanefek jera kepada pelaku pelanggaran sehinggasangat dimungkinkan
pelanggaran tersebutterjadi berulang-ulang baik oleh pelaku yangsama ataupun lainnya.

Selain itu di lapangan sering terjadi gesekkan antara sesama
penyelenggarapemilu,dimana kendala tersebut tidak lain adalahKPU tidak cukup taat
dalammenjalankan rekomendasi pengawas pemilu untuk segeramemberikan sanksi
kepada peserta pemiluyang melakukan pelanggaran administrasi.Termasuk juga sanksi
awal telah dijatuhkanberupa memberikan surat rekomendasi pelanggaran administrasi
tersebut kepada stake holders (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk segera mencabut alat
peraga yang melanggar,hal ini tidak terlaksana dengan sempurna karena tidak ada
eksekusi langsung di lapangandari KPU. KPU hanya mengirimkan surat sajadan tidak ada
tindakan yang memastikan terlaksananya sanksi tersebut. Sehingga kembalilagi pengawas
pemilu yang harus turun kelapangan untuk memastikan pembersihan terhadap alat peraga
yang melanggar tersebut.bahkan sering kali karena keterbatasan tenagadari satpol PP
sebagai petugas yang bertugasuntuk menertibkan alat peraga, dibantu olehpersonil
pengawas pemilu untuk menertibkanalat peraga yang melanggar. Padahal jika sesuai
Undang-Undang pengawas pemilu hanyaberwenang untuk memberikan rekomendasisaja
bukan termasuk untuk turun ke lapanganmengeksekusi secara langsung.

1.3 Analisis Struktur Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukumyang memiliki kewenangan dalam proses
penegakan hukum pemilu yaitu: Peradilan Umum, Kepolisian Negara Republik
Indonesia,Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi.

Penegakan hukum pidana pemilu berada dalam satu sistem penegakan
hukumpidana (Criminal Justice System), yang terdiridari Pengawas Pemilu, Kepolisian,
Kejaksaandan lembaga Pengadilan. Aparat penegak hukum melalui lembaganya pada
dasarnya merupakan pihak-pihak yang diberi mandat olehPeraturan Perundang-
Undangan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan
hukum.Kelembagaan penegakan hukum pidana pemilu oleh Undang-UndangNomor 8
Tahun 2012diintegrasikan dalam sistem penegakan hukumterpadu atau GAKKUMDU
yang terdiri dari: Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Filosofi terbentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah untuk
merumuskan suatuproses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terintegrasi.
Setiap laporan/temuanyang diproses di pengawas pemilu sejak awalsudah
dikomunikasikan untuk mendapat masukan dari penyidik kepolisian. Namun demikian
proses itu sering tidak berlangsungsecara efektif. Muncul ego kelembagaan masing-masing
karena kepolisian cenderung menginginkan setiap laporan/temuan yang diteruskan
kepada kepolisian telah disertai alatbukti yang lengkap. Posisi kelembagaan pengawas
sendiri  tidak memiliki kekuatan hukumuntuk memaksa terlapor untuk
memenuhipanggilan pemeriksaan klarifikasi, sehinggatuntutan untuk memberikan alat
bukti yanglengkap cukup sulit dipenuhi oleh pihak pengawas pemilu, belum lagi jangka
waktu yangdiberikan untuk melakukan pengumpulan alatbukti dan pengkajian terhadap
dugaan pelanggaran cukup sempit.

Dalam praktek sering Sentra Penegakan Hukum terpadu justru menjadi forum
untuk mengkondisikan suatu tindak pidana agartidak ditindaklanjuti pada tahapan
berikutnya.Pengawas Pemilu, penyidik kepolisian, danpenuntut umum sering memiliki
persepsi pemahaman yang berbeda terkait posisi kasusdugaan tindak pidana
pemilu.SentraGakummdu merupakan saranauntuk melakukan pengkajian mengenai
dugaan pelanggaran pidana pemilu menurut timsentra Gakummdu (Pengawas Pemilu,
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Kepolisian dan Kejaksaan), yang di dalam beritaacaranya berisi masing-masing penilaian
darimasing-masing unsur mengenai terpenuhinyaunsur-unsur pelanggaran pidana atau
tidak,sehingga keputusan untuk melimpahkan atautidak berkas dugaan pelanggaran
pidana tersebut kepada Kepolisian menjadi kewenangandari pengawas pemilu.
1.4 Analisis Budaya Hukum

Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan pemilu.
Dalamtahapan-tahapan pemilu masyarakat merupakan sasaran utama dari semua tahapan
tersebut. Misalnya dalam tahapan pemutakhirandata pemilih, tahapan kampanye dan
tahapanpemungutan suara, semuanya berhubungandengan masyarakat. Oleh karena itu
dengansubstansi hukum dan struktur hukum yang baik tidak cukup jika kultur di dalam
masyarakatbelum terbentuk dengan baik. Dengan mempertimbangkan peran serta
masyarakat sebagaipihak yang bersentuhan langsung dengan semua proses tahapan di
lapangan, kultur yangdibutuhkan dalam praktek penegakan hukumpemilu adalah
kemauan, dan keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan suatu
pelanggaranMenumbuhkan dan menanamkan jiwaini di masyarakat tidaklah mudah,
membutuhkan kekuatan ekstra untuk bisa mengarahkanmasyarakat berperan aktif dalam
prosespenegakkan hukum pemilu. Perlindungan yang minimal serta intimidasi dari pihak
pelaku pelanggaran menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan melaporkan
peristiwa yangdiduga sebagai pelanggaran pemilu.
2. Konsep penyempurnaan penegakan hukum untuk Pemilu 2024

2.1 Penyempurnaan substansi Hukum PemiluPenanganan Ilaporan pelanggaran

yangterbatas waktu diberlakukan secara selektif,terhadap tindak pidana pemilu
yang dikualifikasi menurut berat/ringannya pelanggaran,misalnya terhadap politik
uang harus diberikantenggang waktu yang lebih panjang dan lebihrasional untuk
pengumpulan alat bukti, sehingga pengawas pemilu memiliki ruang untuk
melengkapi berkas yang akan dilimpahkankepada Kepolisian.Terkait Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai penyelenggara pemiluadanya
ketidaksamaan masa jabatan antara sesama penyelenggara pemilu, dimana
KPUtingkat kota/kabupaten 5 tahun jauh lebih lamadari pada pengawas pemilu
tingkat kabupaten/kota yang dibentuk beberapa bulan menjelang pelaksanaan
pemilu. Hal ini berakibatmunculnya ego penyelenggara yang lebih lama dibentuk
untuk tidak mengindahkan rekomendasi dari penyelenggara pengawas
yangnotabene dibentuk hanya sebagai panitia adhoc.
Selain itu perbedaan masa jabatan inipun juga berpengaruh pada kemampuan
yangdimiliki Panwaslu kabupaten/kota, karena tidak memiliki waktu yang cukup
lama untukmenguasai dan menggali lebih dalam mengenai obyek, subyek, strategi
dan materipengawasan yang harus dimiliki sebagai seorang pengawas.
Bagaimanapun pengawas harus lebihmemiliki kemampuan dan keahlian lebih
dariyang akan diawasi, sehingga tidak ada lagipelanggaran-pelanggaran yang
terlewat daripengawasan karenakurangnya pengalamandari pengawas pemilu
khususnya tingkat kabupaten/kota.

2.2 Penguatan kelembagaan pengawas:Jika dalam Undang-Undang No 8 tahun2012
Pengawas pemilu hanya memiliki wewenang untuk merekomendasikan
pelanggaranadministrasi kepada KPU, maka untuk pemilukedepan Panwas harus
diberikan wewenanglebih untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas
pelanggaran administrasi peserta pemilu serta mengeksekusi langsung pelanggaran
tersebut.
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Penguatan di lembaga pengawas pemilu dilakukan dengan melengkapi posisi penyidik
yang berasal dari Kepolisian yang diperbantukan di dalam struktur lembaga
pengawaspemilu. Dengan adanya penyidik di dalam pengawas pemilu maka diharapkan
dapat mempermudah pengawas pemilu untuk melakukantugasnya dalam melengkapi alat
bukti dan berkas dugaan pelanggaran pemilu, yang tidak lagi hanya mengundang tetapi
berubah menjadimemanggil terlapor dan saksi, yang apabilatidak hadir dapat melakukan
pemanggilan secara paksa.Terhadap pasal 267 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2012
yang berbunyi “untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana
pemilu, Bawaslu,Kepolisian, Kejaksaan membentuk sentra Penegakan hukum terpadu”.
Pasal ini menimbulkan penafsiran yang melemahkan posisi pengawas pemilu, dimana
tegasan “menyamakanpemahaman” seakan-akan Bawaslu harus setuju dan sama
pemahaman persepsinya dalampenindakan pemilu.

Padahal dalam kenyataanya seringkaliBawaslu tidak sefaham dengan penilaian
Kepolisian dan Kejaksaan terkait dengan peristiwa yang dianggap sebagai dugaan
pelanggaran tersebut. Sehingga yang dibutuhkan adalahpenempatan dan pemahaman
mengenai tupoksi masing-masing dimana Kepolisian juga harus menerima pelimpahan
hasil keputusan pengawas pemilu sesuai dengan hasil penilaianpengawas pemilu, karena
dalam hal ini sentraGakummdu bukan dalam posisi untuk mengambil keputusan terhadap
suatu dugaan pelanggaran dapat dilanjutkan atau tidak.

Di pemilu 2024 pemilu legislatif danpemilu presiden dan wakil presiden
dijadkansatu, sehingga pelaksanaan pengawasan kampanye akan semakin kompleks,
sehingga halini membutuhkan perumusan materi hukumyang tidak multi tafsir, dengan
peristilahanyang konsisten, dan menjamin kepastian hukum dan penegakkannya.

Oleh karena pemilu 2024 adalah pemilu serentak antar dua jenis pemilu yang
berbeda maka perumusan peraturan perundangundangannya harus dilakukan secara
terintegrasi sehingga meminimalkan kontradiksi antar keduanya. Ikhtiar yang bisa
dilakukan adalah dengan merumuskan aturan pemilu legislatif dan presiden dalam satu
kesatuan Undangundang. Akan ada resiko ketika dua pengaturan itu dipisah dalam dua
Undang-Undangyang berbeda. Jika salah satu dirumuskan terlebih dahulu dan ditetapkan
dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan maka sangat potensial akan tidak konsisten
dengan peraturan Perundang-Undangan yang dibuat kemudian, padahal kduanya
merupakan satu kesatuan sebagai konsekuensi logis dari disatukannya pemilu legislatif
dengan pemilu presiden.

KESIMPULAN

1. Sinergisitas tidak hanya dibutuhkan antar lembaga penyelenggara pemilusaja, namun
juga diperlukan kesamaanvisi, misi, pemahaman dan pengetahuanmengenai aturan
pemilu antar lembaganegara (Penyelenggara Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan Dan
Lembaga Peradilan).

2. Masing-masing lembaga tidak hanya dituntut memahami posisi dan fungsi masing-
masing, tetapi juga harus menyadari posisi dan fungsi lembaga yang lainsehingga
pemilu yang jurdil dapat tercipta

SARAN

1. Beberapa hal yang perlu untuk dilakukan perubahan adalah mengenai penyempurnaan
substansi hukum pemiludan penguatan kelembagaan pengawaspemilu. Tidak hanya
substansi hukumnya dan struktur hukumnya yang dilakukan penyempurnaan, peran
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kultur di masyarakat juga sangat menentukan, dengan perbaikan dari ketiga hal
tersebutakan berimplikasi pada proses pelaksanaan pemilu secara umum dan
prosespenegakan hukumnya.

. Aspek penegakanhukum pemilu yang pada pemilihan umum 2019 masih dirasakan

lemah kedepan harus diperbaiki untuk mewujudkan pemilihan umum DPR, DPD,
danDPRD dengan pemilihan umum presidendan wakil presiden yang serentak
pada2024.

. Penguatan kelembagaan pengawas: Jika dalam Undang-Undang No 8 tahun 2012

Pengawas pemilu hanya memiliki wewenang untuk merekomendasikan pelanggaran
administrasi kepada KPU, maka untuk pemilu kedepan Panwas harus diberikan
wewenang lebih untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas pelanggaran
administrasi peserta pemilu serta mengeksekusi langsung pelanggaran tersebut.
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